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Abstrak

Industri kreatil merupakan indusiri yang berasal dan pemanfaatan kreativitas, keterampilan,

sera hakat individn yang sarat denpgan muatan Hak Kekayaan intelekiual untuk menciptakan

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan diaya kreast dan
dava cipta karena kreativitas merupakan dasar dari pembenian perlindungan Hak Kekayaan
Intelekmal. Perlindungan pada indusm kreatif dapat memicu produktifitas, memmgkatnya
produkiifitas mampu meningkatkan devisa negara, sckaligus memperkenalkan budaya bangsa
dan memberikan keuntungan ganda bag pemilik Hak Kekayaan Intelekiual. Sebagai mdustri
vang berpantung pada kreatifitas manusia, seharusnya industri kreatf di Indonesia menjadi
sebuah industn vang maju, dan dapat dizndalkan, mengingat bangsa Indonesia selain kreanf
dan produktif juga dikenal memiliki sem yang tingg sejak dabulu. Saat mi Indonesia menjadi
salah satu pasar bagi peredaran karva-karya/produk pelanggaran Hak Kekayvaan Intelekiual
vang dilakukan oleh oknum-oknom yvang tidak bertanggung jawab. Indonesia dianggap tdak
memberikan perdindungan Hak Kekayvaan milik negara-negara lain. Protes keras negara-
negara terhadap Indonesia terutama negara maju seperti Amenka, hingga membenkan status
Priority Wacht List sebagai tanda bahwa Indonesia merupakan Negara vang harus diawas
dan diwaspadai.

Penelitian i ditujukan ontuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 1. Dalam rangka melindung
produk Indusin kreatif mengapa sistem hukum Hak Kekayvaan Intelektual Indonesia hans
dioptimalisasi 7 2. Bagaimanakah kinera  pemerintah dalam menanggulangt Status Priorigy
Waich Lisi dan pengarubnya pada perindumgan industni kreatif 7 3. Bagaimanakah model
vang dapat dikembangkan dalam optimalisasi Sistim hukum Kekayvaan Intelektual Indonesia
sehingga dapat menanggulangi Priory Werch Lt dan melindungs  industri kreanf 7
Penelitian ini berbasis pada anahsis terhadap norma hekum, bailk hokum dalam arti peratuan
perundang-undangan, maupun hukum dalam arti putusan-putusan pengadilan. Penelitian mi
mengeunakan; pendekatan perundang-undangan (sfaleie approeach), pendekatan komparahl
(camparative approsach), dan pendekatan kasus { cave approach).

Hasil penelitian menymmpulkan 1. Sistem hukum kekayaan intelekiual Indonesia merupakan
sistern hukum yang dibangun dan disdops: dan sistem hukum yang berbeda dengan sistem
hokum Indonesia Banyaknya sengketa dan pelanggaran Hak Kekayasn Intelekival,
menandakan keengganan budaya hukum masyarakal Indonesia menerima sistem hukom
kekayaan intelektual. 2. Pengaruh Prionty Waich Lo berakibat dibifangkannya kebijakan
Creneralized Spstem of Preference (GSP) bagi Indonesia oleh Amerika. Resiko tersebul
memicu pemerintah untuk memberantas pelangparan Hak Kekayaan Intelektual karena
ketidak stapan masyarakat Indonesia Pengamh langsung  terhadap industn kreanf dan
industri pada umumnya dari hasil usaha pemenntah untuk méngatas: masalah Hak kekayaan
Intelektual adalah diberikannya kebijakan GSF oleh Amenka terhadap Indonesia sekalipun
status Priority Wotch List masih diberikan. Pemerintah Amenika mengharpai usaha
Indonesia dengan tidak mencabut kebijakan USF, namun karena masih dianggap belum
mampu mencgakan hukum Hak Kekayaan [ntelektual dengan baik maka status Frery
Weatch List belum dicabut, 3. Model yang dapat dikembangkan dalam optimalisast Sistem
hukum Kekayaan Intelektual Indonesia guna  menanggulangs Priortty Waich List dan
melindungi industr kreatif adalah model vang mencakup struktur, substansi, budaya hukum,
politk hukum, prasarana dan sarana.

Nata-kata Kunci Kekavaan Intelektual, Industn kreanf, Priority Warch list, Sistem
kekavann Intelektual.




Abstract

The creative industry 15 an industry that comes from the use of creativity, skills, and ralents of
individuals are consist with material of Intellectual Property to create wealth and jobs through
the crearion and use of creativity and inventiveness because creativity is the basis of the
protection of Intellecmal Property Rights. Protection on the creative industries can lead to
productivity, increased productivity able 1o increase toreign exchange, as well as introducing
the culture of the nation and provide a double benefit for owners of intellectual properiy
nghts.

As an mdustry that relies on human creativity, the creative industries in Indonesia should be
an industry that is advanced, and relisble, given the Indonesian people not only creative and
productive 15 also known to have a high an long ago. Currently Indonesia has become one of
the markets for the circulation of works / products Intellectual Property Rights wiolations
committed by people who are not responsible. Indonesia has no real property nghts
protection belongs to other countries. Strong protest from countries againsi Indonesia
especially developed countnes like Amenica, to provide status Watch Priority List as a sigm
that Indonesia is a country that shoukd be monitored and vigilance.

Thes study aimed 10 answer the questions 1. In order to protect the creative industry products
why the legal system of intellectual property rights Indonesia should be optimized 7 2 How
15 the performance of the government in tackling Priority Watch List status and its effect on
the protection of the creative industries 7 3. How is a model that can be developed in the
optimization of Indonesian Intellectual Property system so that it can cope with Priority
Watch List and protect the creative industrics? This research is based on an analysis of the
rule of law, good law in legislation, nor the law in court decisions, This research make e of
approach to law (statute approach), a comparative approach (comparative approach), and
approach caseés (case approach)

The results of the study concluded 1. The legal system of intellectyal property Indonesia 15 a
legal system that is built and the adoption from a different legal system of Indonesian legal
system. There are still many disputes and infringement of intellectual property rights,
indicating the reluctance of the legal cullure of the pecple of Indonesia 10 accept the system
of intellectun! property law, 2. Effect Priority Watch List will result in the removal oof
Generalized System of Preference (GSP) policy for Indonesia by the Americans, The risk of
mggering the government 1o continue to combat the infringement of intellectual property
rights although 1t is difficult, hecause of unpreparedness of the people of Indonesia. Direct
influence on the creative industry and industry in general of results of the povernment’s
effons 10 address the wssue of Intellectual Property Riglits i still exerts GSP by American
policy towards Indonesia despite Priority Wartch List status was granted. The 15 povernment
did not appreciate the efforts of Indonesia to revoke the GSP policy, bul because it is still
considered not able to enforce the law of Intellectual Property Rights with bath the Prionty
Watch List status has not been revoked. 3 The model can be developed in the optimization of
the legal system to tackle Intellectual Property Indonesia Watch Prionty List and protect the
creative industry is » model that covers the structure, substance, cultural, legeal, political, legal,
infrastructure and facilities,

Keywords: Intellectual, Creative Industries, Pronty Watch List, intellecial Property Svstem,
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BAR 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perhwtungan  Badan Pusat  Statistik (BPS)  menunjukan  betapa
perkembangan industn keeatif di Indonesin meningkat secara signifikan
selama pernode 2010-2016. Ekonomi kreatif tercatat rata-rata menywmbang
78% terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) Indonesia. Nilai tambah
ekonomi kreatif mencapai Rp 6418 wiliun ' dengan periumbuhan sekitar
5,76% Anghka terscbut berada di atas pertumbuhan sektor hstnk, gas, dan air
bersih; pertambangan dan pengpalian; peranian, perternakan, kehutanan, dan
perikanan; jasa-jasa; dan indostrn pengelohan.

Selain i, sejak tahun 2013, tercatart 5.4 juta usaha industri kreatif yang
menyerap angkatan kera sebanyak 11,8 juta orang Angka tersebut 0,63%,
lebil ingpt dan rata-rata pertumbuhan penverapan tenaga kega nasional yang
justru mengalami perlambatan sebesar 0.01% pada tahun vang sama. Statistik
tersebut  menunjukkan potenst  industn kreanf  terhadap  perekonomian

Indonesia.

PDB ekonom kreatif disumbang sebagian besar dan subsektor kuliner
(32.5%), mode (28.3%), kerajinan (144%:). p-E:erhitm dan  percetakan
(8, 11%). Sebesar 90% penverapan tenaga kema dalam  industn kreatif
dikontribusikan oleh tiga subsekior vaitu subsekior mode (32.33%), kuliner
(31 48%), dan kerajman {(26,2%), sementara sisanva berasal dar tiga belas

subsekior wa:nya.l

! Tuinpe. i Tempd. oo read s 201 &N TR0 T nd usie-kreatil
s agribisnis co d industri- kieand)!




Tabel Perkembangan Ekonomi Kreatif Dari Berbagai Scktor Dari Tahun
2011-2015

Mo,  Lapangan Usaha

9

[ndustni Makanan dan
Minwman

[Industri Tekstil dan Pakaian
Tadi

Iindustni kulit, Barang dan
Kulit dan Alas Kaki

Indusin  Kayu, Barang dan
Kayu dan Gabus dan Barang
Anyaman dan Bambu, Eotan

dan Sejensnya

Indusin Frismlier

Ekspor Kerajinan Tangan

fashion dan kerajinan

Industn Periklanan

Sumber: 8PS, Pusdatin Kemenperin
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Pada ahun 2005 Indonesia tercatal menjadi salah satn negara di duma

yang memiliki kinerja ekonomi paling baik, pertumbuhan PDE mencapal 4 79
%, lebih tngm danpada perumbuhan ekonomi global yang diperkirakan

hanya mencapal 2.4 %o, [klim vang posinf im tentunya menjadi momen vang
tepal bagl pemenntah untuk mengokohkan fondasi perekonomian, tenitama




pada sektor riil. - Salah satu sektor ril yang sangal lnyak menjadi prioritas
adalah ekonomi kreatif, untuk itu perlu ditian PALI SECATA SETius,
Keserinsan pemenntah dalam menangani industri kreatif semakin terhihat
ketika pada 20 Januan 2015, melalui Peraturan Presiden Republik ndonesia
Nomor & Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif dan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Presiden Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi,
Pemerintah membentuk  lembaga baru non kementerian bermama  Badan
Ekonomi Kreatif {Bekraf).
Bekral bertanggung jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di
Indonesia, bertugas membantu presiden dalam merumuskan, menataphkarn,
mengkoordinasikan, dan melakukan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonom:
kreanf Bekrafl mempunyai visi membangun Indonesia memjadi salah sam
kekuatan ekonomu dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti. Untuk
mencapal vist terschut, Bekral merancang enam misi besar, vait
1. Menvatukan selurub aset dan porens: kreatf Indonesis untuk Mmencapai
ekonomi kreatif yang mandiri
2. Menciptakan iklim vang kondusif bagi pengembangzan industri kreatif
3. Mendorong movasi di bidang kreatif vang memiliki nilai tambah dan dava
samg di dunia intermasional.

4. Membuka wawasan dan apresiasi masvarakat terhadap segala aspek vang
berhubungan dengan ekonom: kreatif

3. Membangun kesadaran dan apresiasi l#Thm‘]:ﬂp hak kekavasn intelektual,
termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta

6. Merancang dan melaksanakan strategi vang spesifik untuk menempatkan
Indonesia dalam peta ekonomi kreanf dunia.

Industrt kreatif merupakan  industri yung sangal sesumi denpan kondisi
sejarah. budaya dan sumber dava manusia Indonesia Berbeda dengan sektor

industry lannya, produk industri kreatif berasal dori ide-ide kreatil manusia

' Pemerintah sedang merancang Undang-Undane Temtang Ebonoim Kreahl



schingga sangat terpantung pada kewnggulan  sumber daya manusia."
Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk terbanyak, memiliki potens
besar untuk mengzali industri-industri kreatif bernafaskan seni dan budaya.
Saat ini ada 16 sektor industn kreatif sebagaimana diatur dalam Perpres 72

Tahun 2015, sektor-sektor tersebat adalah:

|, Arsitektur;

2, Desain imerior;

3, Desmin komunikasi visual,

4. Desain produk;

5 Film,

6. Animasi, dan videao:

7. Fotografi;

8. Kriva;

9. Kuliner;

10 Musik,

I1. Fashion;

12 Aplikasi dan game developer,

I3, Penerbitan;

14. Perikianan,

15. Televisi dan radio:

16 Semi pertunjukan; dan seni

rupa.

Sebagat mdustm yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan,
serta bakal individu  untuk  menciptakan kesejahteraan  serta  lapangan
pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipia,
Industn kreatif merupakan mdustn vang sarat dengan muatan Hak Kekavaan
Intelektual HKI® karena kreativilas merupakan dasar dam  pemberian

i = - ay

it Sigribignis. co. ' indsisn- krasul
fmteliccrand Fropeery Rights pada awalnva datersmahkan menipads Hak Milik Enielekigal
IHMI} kemudian berubah menjadi Hak Kekovaon Inislobim) HES Meriend Bambang Mesows,
stilzh Hak Milik Intelebiunl belum mengeambarkan unssur-unsur pekok vang membentuk




iy

perlindungan HKI ° Perlindungan HEI pada industri kreatif dapat memicu
produktifitas, meningkatnya produktifitas industri kreatif terbukti manpa
meningkatkan  devisa negara, memperkenalkan  budaya  bangsa  dan
memberikan keuntungan ganda bagi pemilik HKI| industn kreatif vang
bersanghkutan.

penpartian favellecti Promerty fighs, vaing hak kekayaon dan kemampuan inteebiual Perubahan
Tenadi [ap dengan dikefuarkannya Surat Kepusan Menten Hukum don Perlindang-Undangan
RI Momar M.03FROT 10 Tahim 2000 dan Persetujuan Merted Negam Pendoyvapunaan Apassiur
Megara, dalum surmt Nomor 240 PAMN 12000 istilah “Hak Kebavaan Intzbakting]™ {tanpa “Alac™)
dapat dismghal “HKI™ atau ahronim “HakI™ telah resmi dipaksi. Surat Kepatusan Menter: Hukum
dan PerUndang- Undangan tersebul didesan pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonessa
Momor |44 Tahun 1998 tanggal 15 September |98, tentang perbahan nama Direkdornt Jenderad
Hak Cipta. Paten dan Mereh berubah menjadi Derebtarat Janderal Hak Atas Kekavaan Intel=kiual
{Bithen HARIL) Kemudian berdasor Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Digen HAKI
berubah menjadi Ditjen HKL™ lebeh jauh dijpelaskan babwa slasen dindnkannya perubahan isilah
Hakil menjadi HEI antora ion adalab uninsk lebih menyesuakan dengan koidah Pahasa Indotess
vang fidak mennliskan katn depan semacam “atas” atas =“dan”, fsfulzma uniak =tfnh,. Perabohan
nomenklatus t=nmh lag Pada 22 April 2005 dengan dikeluarkan Persiuran Pressden Mo 44
Tabun 2015 tetang Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumbam). Dalam Perpres tersebut,
setidakrva terdapnt dun Dhrektorst Jendeval (Digen)d di linghungan Kemenbumlzm vang NAmanya
heruboh Saloh satumya adalah Dijen Hak Kehavaon Intelekival menjadi Ditjen Kekaypan
litelekteal (k)

Perubahan dilabukan denuan alasan mengikuti institus: vang menangan bedang kekayvaan
imelekiual & negara-negars lain Mayorsdas instsiusi negara-negarn lain vang menangani bidang ini
tidak mencantumian kota ‘hak' dafam naman institasinys. Prof Dr. Alenad M Ramli, SH, MH,
FCBArh Dirakiur Jenderal Kekavann Intelektual Kemenlerian Hukom Hak Asasi Manusia dalam
Tu-isu Aktial Kekavaan Intelebiugl dan Kananaya Dengan Riset dan Pengermbangan”
mengatakan  pade Termaoodom K1 sejalan dengan isiilab Meclfectal Propesty ving dicunakan
secarn iniemasional bak veen magpan Prokik

Beberapn contoh kantar da beberapn Nepara vang menggunakan ishilab fanliocma’ Propesoy
ikekavann Indelekivsl ) antara lan

. MyIPO (Madgso Ieeliconal Property (ffice)

SEPO (Suare foreflecnal Properny Office of Uhing)
S (rredlecrupl Propesy Ofice of Singapare!
KIPO (Korea feiellectival Propeeiy Offtce)

P Ausiraled Ferelleciual Propery Oflce of Austradia)
IPO UK { fatetlecctued Property Office of United Kingdom)

Febayvann Intelekiunl stau Hal Kekavaan Intelekiual merupakan hak, vang berasal dan proses
kegiatan  mielehtual. vaitu  hegotan yang  dilabukan  besdasarkan  kemampuan  berpikir
heteramipilan dan keshlian.  yang dyelmakan kedalam bentuk berupa kana kana imtelekial
seperti, novel, karva seni. ,pirant lunak dan peranti keras compuier, satus intemes, desain unuk
barang-harang vang diproduksi secara masal, makhluk hidup hasil rekavass penetika invens
penemuan ohal-abatan , rahasia dagang, meek dm lain sehagninya.

=L R S

" Merrut ek Peagembongan Indusirt Kreatf fadonesta 1025 Depariemen Perndusingn,
defims induseri kreatl serny kali merujul pada O Depariment for Cufture, Media, and Sparl
(DUMS} Task Force %98 lembaga vang mengelols indusin kreatif di Ingens Departemen
Perinfustinan R pan kemuodan mengpunakan definiss vang hasmper serupa.
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Berdazarkan bukei sejarah, sebagai industri yang bergantung pada
kreatifitas manusia, seharusnya industn kreanf di Indouesia menjadi sebuah
indusin yang maju, dan dapat diandalkan, mengingat bangsa Indonesia selain
kreant dan produktif juga dikenal memilki seni vang tingei sejak dahulu. Hal
mi dapat dibuktikan dengan keberadman peminggalan-sejarah vang begmit
banyak, salah satunye adalah Borobudur Borobudur sebuah candi sebagal
mega karya nenek moyang bangsa Indonesta yvang sampan saar i masih
berdiri  kokoh dan  mengapumkan  Candi’ vang  pembangunannya
mengpunakan teknolog sistem aerock’ tersebut diperkirakan dibangun
pada tabun 7500 maschi oleh kerajaan svailendra vang pada wakw ity
menganu! agama budha, pembangunan dianggap misterius karena manusia
pada abad ke 7 belum mengenal perbatungan arsitektur yang tinggi  tetap)
borobudur  dibangun dengan perhitungan arsitektur vang canggih.

" Cand) adalah bangunan kuna yang dibuat dani bar yang tasanyva dusnakan sehgai tempa
pemipian, peryimponan aby jenacah raju alau pendets Hindu dan Buddha pada caman dabuie
Fungst pembanguman candi sdafah wntuk mervalmkan rgn vang telsh mismznggal  dumia
hrip kbbi web.wd/candi

" sistem interlock yait Pemvusunan batu-batean dibunt asimetris dan ketika digahungkan
saling menagunci satu sama bun, Dengan tyuan mengamankan jalannva proses seria pengamanin
periatan dari unit vang pahing keail sampa keseleurshan sistam. Dimana alat pengaman tersebul
techail salu denpgan vang lannya, sehinpes membentuk satu kesstuan vang skan bekerja secars
sererilah apabila kondisi proses siaw alal mengalami gangguan hitp /) anstrumensicantralling
blegspot.co w201 200 sisiem-interlock-sisem-intedock kim!

Dan patut juga dikefshul Borobudur tdab mengagumatan perekat apopun wnnsh. merekaikan
batuanig s hittp mduiesiananiculiune org columid detail

“ Candi Borobudur secara fisik begitu impresil. Memdika 10 lantns dengan bentuk persegi dan
imghkaman. Memuliki relial sepanjang dinding don arca dalam jumilah varg banvak Candi ini begitu
memperhatikan falsafah Hal inl membukiikan candi dibangun dengan desam sangat  baik
Beberapa hal vang menunjubas  hehwa pembangunen candi Borobadur dilakukan dengan
peramcanaan dan feknik vang mastang pada kondisi pado masa itw, teeldes pada halehal benku ini

o Candi dibesad dintos bukit dan mengikul kontur buki

b. Candi i bangun dengan menggunskan balok bate adhesi. Jumlah balok batu vang
digunakan uatub membangun Candi Borobudur dspeckirakan sekitar 55 000 m3 atau sekitar 2 jutn
balok Baiu-bate ma diambal dari sungni di sekitamya

€ Jumlzh balok batu vang digunakan untuk membangun Candi Borobudur diperkirakan
szhilar 53000 m3 atau sekitar 2 jula balok Bats-batu mi diambil dan sungas di sekitarmva. Jika
Candi Borobudur diperkirakan dibangun sclama 23 taln dan 2 tahun perama digunakan urtuk
memoapkan laban, maka proses pembsion badok dan perreangannya adntah 20 cehun st 7665
harne Kalau jumilah balok bate Borobudur dipeskirakan berjumlsh 2 jata balok, maka proses
pembantan balok dan penyusunan badu candi sdaloh 2 000000ME 7663 = 26 balok Banwhari. T
Jumiah wvang relalil udak banvak karenn bisa dilabukan denpgan carm godong  rovong

i aoww aniver-selence cony20 | WNR perkirpan-ar keolop-teniana-cars buml
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Gambar teknologi [nteriock s

Borobudur hanya salah satu buki sejarah bahwa bangsa Indonesia adaleh
bangsa yang kreatif dan inovatif ' vang mampu membuat beragim karya-
karva intelektual bemilai sem dan teknologi tinggi. Karya-karya inieleknaal
lain yang dibuat secars mdividu ndak kalsh banyakmya, seperti keris oleh
Empu Gandring,” buky  Sutosama  karya  Dimpu Tantular,” Negara
kertagama karya Empu Prapanca’ dan karye-karya lainya "’

" indonesisnanculiure ong'column/detail

! Sudah banvak iimuan dan ssluruh penjurs dunia yang datang rein tiduk satu pun vang
berhasil mengungkapkan mister pembangunan borobuhe Salah salu pertavian vy membuiat
para penelits penasamn adalsh dan mana asal batii-batu hesar vang ada di cands borotudur dan
hays mama  menvusunmyn dengan presisi dan arsitehtur yang sangsl rapif. Ada vang
memperkirakan batu itu berasal dan gununi Merag namdn haaunans mermbawanya dar Sumng
merapl menuju lokasi cand: mengingat Joknsinyn berada di aias bukit. DERCwwY. UnLver
scaence. com/2014/ 0% perkirasn-arkeelog-lennnu-cara himi  pakar geolog menemukan endapan
sedimen hempur di dekal cands penelitian ini di lakukan pahun ¥ dan mendukung keberadasn
danay parbia di sekatar borobudur bukti terseiua memengukan hahwa dasar bukil deka ksl
pernah kembali ievendam dan menjad: Lepran dannu sekitar abad ke-13 dan ke=14 itulah
peniclasan tentang candi horobudur yana membuktikan bahwa nench moyang kit mamps
membuat karva megah  sepanjang  masa  hpwpew an orn-ib, comy( 20 | 509 sesar ah-candi-
borabudur html [

T Kenis ini dibuat oleh Mpu Gondring ntas pesanan Kew Aok seofani rmjn i Singosnn
keris dengan bentuk dan wujud yong Sempurna bahkan memiliki kemampunn supranatural vang
konon dikatakan melebihi keris puiaka mass il nm_mmmmmmﬂw-um-

U Goasema karva Mpu Tanudar, berbehasa Kawi. diperkirakan ditubs pada masa Hayam
Wunik  Kisah Suiarame menjelaskan milai pengorbanan dan belns kasih anarsesama yang
sepauimya  dijalankan oleh secrang Boddhizaig gunn  mencapds  kesempuraan sajall vang
menjadi ciri ajaran Mohayana Oleh karend u, Mpu Faniule membunl gjatan Siwa don Buddha
menjadi satu (nggal), sepai terungkan dalan kolmat g Beddhea  fanpakd  Snea
roiadewa . ek Jirmiwa krean Swotirea funguead, hinmncka gl der tonhara T v
stamirre.” vang ariinva adalah “Hyang Buddha 1ak nda hedanya dengan Siwa, rja pars dewa
warena hakikat Jing (Buddhay dan Siwa adalah satu. berbeda-bada nomun sanl tinda kebenoran
bermuka dua ™

" Weparokreimpame ditulie Mpa Prapanca pada 1365 M. Oleh Prapanca kitsh perhentuk
Lakaain 1m digehut Desawarnana (Cacah Dhesa-Lsa) tuskah Megonpbremagams dilemukan di
| ombok pada tahun TR, vang oleh Brandes diterbitkan tahan 1902 Maskah ym cubup samens




Segala kreatifitas bangsa Indonesia pada masa lalu sealah tinggal sejarah,
saal ini Indonesia menjadi salah satu pasar bagi peredaran karya-karya/‘produk
pelanggaran HKI yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
Jawab. Mengutip hasil studi Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan, dampak
pelanggaran HKI terhadap perckonomian di Indonesia pada 2014 hinggs
paruh pertama 201 6 mencapai Rp 63,1 triliun, Nilai kerugian tersehut merujuk
pada tupuh sektor industn yang meliputi- Obat-obatan (3.8 %) Makanan &
Minuman (8 5%); Kosmetik (12.6 %), Software (33.5 2%); Barang dan Kulit
{37.2 %), Pakaian (389 %); dan Tinta Printer (494 %), "

Pelanggaran HKI merupakan kegiatan vang sama sekali tidak mengandung
unsur kreadfitas, ndak mencernunkan karakier bangsa Indonesia dan pada
akhirnya menimbulkan masalah manakala pelangparan tersebut dilakukan
terhadap HK1 negara lan. Kondisi tersebut diatas menvebabkan Indonesia
dunggap tidak mampu  memberkan perlindungan HE terutama HEL milik
negara-negara maju. Protes keras dan nepara-nepara tersebut terhadap
Indonesia sangat serius, salah satunya adalah Amerika Pemberian status

dibanding  naskoh-naskah  Jawa  Kumo  lainnya ving  selady memaka bahasa vane
indah Negurakreragama banvak mengandung data searah  secars ehaplesl terulamn tentang
Majapalut.  Kakawin Negarakeerigome lerdini atas 98 pupah (ssienis sajak vang dilagukan)
Kehanyakan nenceritakan keagungan Rajn Havam Wuruk sebagsi penjelmann Siwa dan Buddha
Juga terdapsl keterangan mengenn kotn, wstana, keludfgs istana Majapahil, perjalawen Havam
Wuruk ke Lumagang, kepiaian Rajn berbury binatang di hutsp, kelidupan Gagah Mada, silsilab
rajrmja Singasari dan Majapahil. dan jugs rwavat sang penulis kitsh, Prapanca mengakia bahwa
b pun menulis kitab-Litab lain sepert Porwasrgars, Bhismasaramanne, Sugeiopanes. dan dun
karvamya yang belum selesal, Soha Abdy danfambang Namun, tak sate pun karva-karea tersebut
berbasil  diketemnuban  Menwrt Slamed  Molyans,  sejorawan  Indenesia vang  juga
mengalihbahasakon Parararon vang berbahass Kawi ke bahesa Indonesia Mapanca sebenamya
Tama samaran dan scorang diarmdiekes rng kovogaten (rabih Buddhe penasihat raja) di
Majapahit vang bemams b Dang Acunva Nalendra hiip-/fwmwow sshelagar net 20 1 206 K itab-
kitab-terkenal-dalam-seyarah huml

" Kakawin lannva adalah Arune Wivahe karva Mpy Kanwa yang ditulis dalam bahasa Kawi
Pada maman Airlangga R Medang Kamulan Kakawin itd detubis sebitar ahan 941-964 Saks
Alan 191042 Masebn  Dalam Arjune Wiwake ini, sosok Arjuna diharaikan sebassi Asrlangpn
Karerm populemya, centn wi berkali-kali divelis wang dengsn herbapai nedul berheds
mngalnyabinerage alag Bagawan Clpraning
" Direkeur Penvidikan dan Penvelesnran Semgheta Ditjen Kekavaan imelekial Saimon
Pardede pada hitp kahar 314 bassus coenread 01606 LB 165585 T W pemenint ah-perk arakan-3-
kasus-pelanguaran- keloyaan-imelakionl
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Friortty Waich List (PWL)'" kepada Indonesia sebagai bukti bahwa Amerika
tidek main-main dalam menangani masalah pelanggaran HE nva. Berdasakan
status PWL maka Indonesia merupakan Nepara vang menurut Amerika harus
diawasi dan diwaspadai Pembenian status tersebut menimbulkan pertanyaan
tentang dasar pembenan status PWL terhadap Indonesia, Apakah ini hanyalah
bentuk arogansi Amenka schagai Negara vang memiliki kepentigan besar
dalam melndungi Hak Kekavaan Intelekialnya atau memang lelah terjadi
krisis HRIdi Indonesia®

Terlepas dan adanya kekhawatiran atas Keberadaan  status PWL akan
menjadi hambatan bagi produk Indonesia pada perdagangan internasional
kekhawatiran yang lebih besar sebenamya adalah apabila terjads pelanggaran
HEI pelaku industri kreanf Indonesia baik di dalam maupun di luar negen,
mengingat perkembangan industn kreatif di Indonesia semakin meningkat
mitka kesadaran akan pentingnya perlindungan HKI bagpi produk  industri
kreatif semakin meninggkat pula, Contolnya perlindungan hak cipta lagn pada
sektor mdustr) kreatif musik sudah mulai dirasakan oleh pelaku industri kreatif
dalam hal ini pencipta lagu. Tuntutan disjitkan kepada pemenntah untuk lebil
serus lags dalam memberantas pelanggaran hak cipta lapu. Akhirnya Bentuk
keseriusan pemerintah dituangkan dengan merevisi Undang-undang Hak Cipra
2002 dengan disahkan dan diundangkannya Undang-undang Hak Cipta No 28
Tahun 2004, dimana pada undang-undang tersebur bertebaran pasal-pasal baru
vang mengisi kekosongan peraturan yang selama ini diperlukan  untuk
menyelesmkan masalah di bidang hak cipta, antara lain masalah qual pulus

T Pricrity Warch List adalah sl vang dicipnkan oleh {fted Stares Trode Represemprive
ILUSTR) bawi negara milre dagang Amerka densan tingkat pelanpparan ierlenty terhadap Hak
Kekavian Iniefektual milik Amenka Amenika Senka melalus United States Trude Representalive
IUSTR) setiap tahun mengevalupsi perlindungan dan pelanggacan pelanpparan terhadnp Kekayaan
Intelekiual yang dilakukan oleh seluruh mitra dagangnya . Negara vang melakukan  pelanggaran
Hak Kekayvaan Intebekiual dikebompokkan dalam by katepoi:

. Frioeiy Foreign Waich Liss (PFWL), status ni diberikan untuk MiEara-negamm  vany
Lingkal pelangearan-nva sudah hargs diberikan tndakan bajosan

b Frioeiy Watek Lovt (PWLJ status i dibenkan Lepads mepara vanp barus diperhnbikan
secary priomias karens walsupun tingkal pelangeasan K1 nvg mazil d bawah siziis Vang perama
tadi namun sudah cukop ingm dan mengkhawatirhan

© Warh List (WL negara dengan status ini hama diawas soga
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Jual putus yang dikenal dimasyarakat diberi batasan 73 tahun, sshingea
pencipta lagu akan kembali memperaleh haknya vang selamia in dikuasai oleh
penerima ha katas lagu terschut seolab-olah hak nya beralih tanpa batas wakty,
Selain 1u dalam rangka  menjawab protes keras terhadap marsknya
pembiyakan telah diberlakukan pula pasal yang melarang setiap pusat
perbelanjaan untuk tidak menjual barang-harang hasil pelanggaran hak cipra
dengan sanksi yang cukup berat. Fenomena im menunjukan dikala kesadaran
| bahwa kepentngan pelaku industri kreatif telzh tergangpu dan dirugikan,
maka muncul pula  kesadarsn  akan perlunya perhindungan HKI  bagi
produknya. Oleh  karenanva perlindungan HKJ memang sudah  sangat
diperiukan bagi pelaku industri kreatif Adapun tekanan dari MEEAra mju
seperti Amenka dengan PWLnya vang dapal berdampak pemberian sanks)
berupa tindakan balasan (comter measies) bag produk ndusin  kresuf
Indonesia yang akan merugikan pelaku industn kreatif dan akan berpengarmh
buruk pada perekonomian Indonesia, bukanlah alasan utama, tetapi menpad;
perhatian penting agar Indonesia menjadi negara yang komitmen pada

konvensi intemasional yang telah disepakati Untuk it optimalisasi sistim
bukum HKI harus dilakukan, dengan ada atan tidak adanva tekanan dari
negara lamn

PWL  merupakan status yang diciptakan oleh {mited Stotes | rade
fepresentanve yang dikenal dengan sebutan USTR'* USTR dibentuk dengan
misi mengontrol kebijakan perdaganzan Amerika Serikat ke arah peanbuk gan
pasar di seluruh dunia. USTR bertanggung jawuh'.untul-l mengembangkan dan
mengkoordinasikan perdagangan intemasional Amerika Serikat, komaoditi, dan

kebijakan investasi langsung, mengawasi negosiasi dengan negara lain dan

" USTR adalah Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat USTR Jobil
berperan sebagai badan yang menangan hubungan kerjasama dengan nepara-
negara lain dan USTR berada dibawah Presiden langsung karena kepala USTR
merupakan anggota dari cabinet vang melayani presiden sebagai penasehar d
bidang perdagangan, negosiator dan jury bicara dalam masalal perdagangan
{lthat f‘hl'tp."f\ﬂ"ﬂr'ﬁ.hhi1i:htﬁu5{!.gu\f.:ﬂdlﬂ[HIStl‘ﬂIiﬂﬂfmpfnﬂgl'Uﬁm pada Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Pengambilan kebijakan Proteksi di Amenka Senkat




il

menyelesaikan  perselisinan  perdaganpan, termasuk  didalamnya  vang
berhubungan dengan masalah perlindungan HKL"

USTR sctiap tahunnya menerbitkan Special 30/ Report *. Pada laporan
tersehut disampaikan dafter negara-negara vang melakukan pelanggaran HKI
milik Amerika, lengkap dengan status berdasarkan tingkat pelangparan vang
dilakukannya. Indonesia bersama negara berkembang lainnya selalu masuk
dalam daftar negara  pelanggar HKI verst USTR. Hampir setiap talun’’
Indonesia memperoleh status PWL.™ Status PWL mengindikasikan tingkat
pelanggaran HKI di Indonesia sangat tinggi sehingga perlu diawasi, Sekalipun
pemenntah  Indonesia telah  melakukan langkah antisipasi, mulai dari
membentub dan - menghammonisasikan  peratoran HK| sebagaimana vang
beddaku i WTO (World Trade Orgamsationy” sampai memberikan sanksi
keras terhadap pelaku pelanggaran, namun nampaknya segals upaya tersebut
diatus belum membuabkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

"USTR. (n.d.). History of the United States Trade Representative. Retricved
from United State Trade Representative! hitp:/erww ustr gov/about-us history

" The Office of the United States Trade Represemative (USTR) has released its
anmnel “Spectal 301" Report on the adequacy and effectiveness of 115 frading
partaers’  profection  and  enforcement  of imtellecnial  property  right
(FPE). hittps://ustr. gov/about-us/policy-offices/press-office press-
releases 201 5/apnil/ustr-releases-annual-special-301

*! Hanya pada whun 2000 dan 2006 Indonesia statusnyva menjadi waich Lis

TBerita USTR (Fhe Unired State Trade Hepresemmiive) - Unik meisnggulng pelaneoaran
FER| vang dilakuban megars mifra dagangnye, Amerika melahui USTR sampa hares menerbitkan
aturan khusus untuk mengantisipas pelanggarsn Hak Keknavann Fndelebiual, stwen tersebul bissa
tisebut dengan artikel 301 Artikel sy Peraturan khosus 300 atan special 3| dan pesshuaran
gugler 30| atu 301 repavt | serta pasal V11 dan undang-undang pokok perdagagan AS merupakan
salah salu senjats pamunekas bidany ckonomi dari negara adikuasa Amerika Super 301 memberi
hewetangan bap perwakilan perdagangan AS atau USTR | guna menindak negara vang dunggap
hick dalam perdagangan Special 301 telah dibum segak tahun 1988 oleh Kongres AS Letika
memvusun Cimhur [rode and Compelitive Aot (Rencana Undangiundang  Perdaganpan dan
H'i.ﬂﬂlEﬂiJl:l labn 1955

© World Trade Orgumsaiion (WTO) atau Orgamsasi Pedapanpgan Duria adalah hadan amar-
pemermniah. vang mula berlaku | Jaruari 1995 Tugas utamanya sdalsh mendarong perdapangan
behas, dengan mengurangn dan manghilangkan hambatan-hambatan perdagangn seperti tarifl dan
nom il (ousalnyva regulass), menyediaksn forem perundingan perdagsngan imernasional:
pemvelesaion  sengheta daganp dan memantsy  kebiokan  perdasanpas Negars-neeara
Enggotarn s Struktur dasar persetguan WTO meliputic GATT (General Agreemem on TaniT and
Trade), GATS (General Agreement Trade and Service), TRIPs (Trade Related Aspects of
Inkeilecionl  Properties) dan DSA (Daspute  Seitlements Bodv)  fipSaows kembu oo idad)
hebijakanenasama-mulidlseralPages Workd- Trade-Organisation- (W TOH
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Pada Special 30 Repors tahun 2016 Indonesia masih menyandang status
“Priority Waich List” bersama negara China, India, Rusia, Algena. Argentina,
Chile, Pakistan, Thaland dan Veneruela ™ Alasan USTR masih memberikan
status PWL pada dasamya terkan dengan repulasi dan pelaksanaan sistem
HEIl di Indonesia, terutama dikatkan dengan akses pasar. Dalam hal im HEI
dalam kerangka berpbor USTR merupakan bagian dan akses pasar, Indonesia
sebagal negara berkembang saat im. masth dalam proses penpembangan
ekosistern HEKI vang terdin dan Kreasi, Perlindungan, Pemanfaatan dan
Penggakan Hukum HEI, dengan menempatkan HKD sebapai aspek vang tidak
berkmtan langsung dengan akses pasar, dalam hal i HEIl masih berkutat
dalam konteks perlindungan. Oleh karena iu, walaupun opaya Indonesia
untitk membrngun sistem HEI sudah tmggi baik dan segi regulasi dan praktik.
namun AS masth belum puas dengan upaya tersebut karens masih terdapat
hambatan-hambatan dalam akses pasar ke Indonesia wvang dihadapi oleh
pelaku-pelaku bismis mereka yang bernvestansi di Indonesia, Hal-hal vang
menjadi keberatan antara lain terkait dengan peraturan dan pelaksanaan
katentuan lerkait produk farmasi, film, software. lisensi wajib, pelaksanaan
paten, data exclusivity, partemt term restoraiion (PTR) dan pelaksanian
penepakan hukum HKI™ di Indonesia, serta pada era saat im sudah merambal
pada prakiek pasar dafam era digital (digital environment ) o

Herdasarkan  data Tim MNasional Pemanpgulangan Pelanggaran HEI
(PPHKI) menyebutkan bahwa pelanggaran HEI vang paling banvak

" Michael B.G Froman, 2014 USTR Special 30 Report30-58  Pada Audit HK1 Sehag
Soran Pencegahan Pelangearan HRD Oleh Pelake Industn Kecil, Any Khasrudin, Jumal Serambs
Hukum Yol 08 Mo 42 Agusts HV14-Janan 2083 Pace 107
" mefisiens: sistem vudistal penegakan hukum terhadap pelanggaran Kekavaan intelektual yang

ada di Indomesia Beberapa kasa: vang menumukan 0 efsiens sdim vudisinl HKD antars laan,
kazus Paerne Cordin, Bopham den IKEA

“ Dr Adnansysh Depuly [Derecior Intermatsnal Cooperation Direkiorat Jenderal Kekayaan
Intzlekival. (wawmncara pada tanggal 27 Mare 2017)

© Pemenmiah reembentuk G nassonal wntek mengatas pelanpsaran Hak Kekavaan Infelekiual
(HE| semum wvang dinmanatkan dalam Beputusan Presiden | Beppees) Mo #2006 pembeniukan
Tem Mnoeiopal Penanggelangan Pelanggaran Bk berejusn usok  mehndong  potensi dan
kebavann nasional vang memilikl nilai straddegis dan ebonomis Tim MNagions] Penanggulanesn
Pelangparan Hak kekavaan Inteleliual £ Timans PREHEDS moemgeny o ops:
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dilakukan adalah pelanggaran merek, disusul dengan pelanggaran hak cipta, "
pelanggaran desmin Industri dan paten” Untuk itu. pada disertasi ini
penekanan pembahasan akan dilakukan terbadap pelanggaran HKI di bidang
merek, karena pembahasan tentang sebab dan akibat tefjadinys pelanggaran
merck diangeap telah mewakili gambaran kemelut dan permasalahan HEI
pada tmtmnya di indonesia. Adapun jumbah laporan pelangearan HKI yang
diterima oleh Direkioral Penyidikan dan Penyvelesaian Sengketa pada Januari
hingga Mei 2016 sebanyek 23 laporan, Mayoritas laporan terkait dengan
pelanggaran Merek (17 laporan), pelanggaran paten (2 laporan), hak cipta (1
laporan ) dan desain industri (3 laporan), ™

Penegakan peraturan HEI di Indonesia masih menjadi pekerjuan numah
yvang sulit bagi pemenntah Indonesia, Salah satu alasan sulitnya penegakan
HKI di Indonesia diyaban karena  adanya pertentangan antam sifat komunal
masvarakal Indonesia vang tdak bisg menenma pemahaman tentang HEL
dengan mlai-nilai falsafish yang mendasan pemilikan HKL Milai-nilan tersebat
dianggap kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia vang masih cenderung
komunal di mana hak pribadi akan selaly dikesampingkan ketika bethadapan
dengan hak sosial. Hal im berbeda dengan sistem HEI vane nampak i

merumiskan kobipakan nosional penanegulangan pelangearan HKI,

meneiopkan langkab-lunpbaly nasonnl vang dlpulu]-.m dalam ranpka penengeul i

pelongzaran HELL

5 mengkap dan  mersiopkan  lonpkah-langkab DHI'\':II:EH]H.'I permasalahan  stratsgis
mengeny peranggdangan pelanggaran WKL fermasuk pencegahan dan pensgikan
hukyum sevum tupas pokok den fungss iINstANsi MASING-MAS NG ANZEOL;

4 medabukan kooidinas  dalam  sosealigas  dan pn'ull:llk.ln di ‘I'rula;rg_ HEL  punn
penanppulanaan pefanpeamn HED kepada imstarss, lembaga terkan dan masy arakal
medadui berbagai kewiaan,

3 mengadakan dan meminigkatkan hefjasama secara bilateral, regional mawpme mudliesal

daloam rangka penangeulangan pelanggaran HKL

- —

* umuk pembajzkan Hak Cipea sepertt poda pasar peenbognkan wideo vanpg mencopal 2%
Indonesia memempati rangking Le J sebaeal nepears pelaneoar hak cipla
“hip-fwww tempo.codreadinews 20140 20055491 310 alioboro-Jadi-Fana
“'ﬂ'ﬂ'lP:FI.[I_EMI-HIH.H

Darektur  Pensedikon dan Pesvelessan Sengheta Ddgen Kebayaan  Invelekioal  Salnwn
Pardede pada htp kabar 24 bisnes. comdread 200 6061 61 G555 0 pemennali-perkarakan-3-
kasus-pelangparon-bekavaan-intel ckiual




dalamnya mendahulukan hak pribadi daripada hak sosial?'  Perbedaan
pandangan itulah yang sampail sckarang masih berakar di Indonesia, sehingga
pemberiakuan HK] dalam masyarakat Indonesia  menimbulkan pertentan gan
dengan mlai-nilai budaya tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan
masyarakat, seperti perbedaan anggapan tentang perbuatan vang dikateporikan
scbagal pelanggaran HK1 menurut ketentuan undang-undang, akan tetapi
dalam miat-nilal budaya masyamkat  ridak disngpap sebagai sebuah
pelanggaran.

Latar belakang sejarah dan budaya menunjukkan bahwa sebagian besar
rakyat Indonesia masih berpegang pada norma-norma adat vang tidak
mengaku kepemilikan individual atau kepemilikan pribadi atas hasil karva
intelektual. Cikal bakal dan sistem Hukum HEI vang ada saat imi bukan
tumbuh dari budaya rakyat Indonesia sendin, melaimkan datang dan negara-
negara barat vang memiliki kepentingan ekonom dan nilai-nila boedaya vang
sangat berbeda dengan ciri yvang dimiliki oleh bangsa Indonesia, Faktor-faktor
inilah yang bemyak dituding sebagai penvebab sulitnya HKI dipahami di
Indonesia. MNamun, mengngat Indonesia memiliki potensi sehagaimana
tefihat pada semakin berkembangnya industn kreanf yang bermuatan HEI,
artinya industri kreatif pada akhimya pasti akan membutubkan perangkat HK1
untuk melndung breatifitas pelaku industn kreanf, Untuk e diperfukan
model sistim HKID  yang tidak berientangan dengan budave bangsa, namun
mampu melindung HKI siapa saja vang berhak Khusisnya pelaku Indusin
Kreatif. Mengingat, [h sis lain indonesia juga ’;mngharlupu tekanan negara-—
negam maju untuk segera memberlakukan persturan yvang sesuai dengan
tuntutan mereka,” apalag saat ini Indonesia telah menjadt anggota organisasi
mternasional tentang Hak Kekayaan Intelektual, oleh karenanya siap atau

tdak Indonessa harus menghanmonisasikan dan melaksanakan peraturan

| Buch Agws Rowandi, Shobhi Mshmachani Dramita Hak Kebovaan Inteleknaal Dalam
Masy arakat boreatdd, total medsa, Yogvakana 200, hal %

Y Adi Submtvane, Mengembanpkan Pradipma  Pernelesaian Senckea Mon-Ligiasi Dalam
Rangka Pedavagunasn Alternatil Penvelesaian Senghets Bianis atan Hak Kelavaan Intelekuual,
Diwseriass, Frogrant o Hukum, Universitas Diponegors. 202
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HKklwya dengan berpedoman pada perjanjian vang telah disepakati oleh
Negara-negara anggota orgamisasi tersebut dengan tetap memperhatikan
kepentingan nasional, ‘Tanpa kesadaran dan pemahaman vang berarti maka
peraiuran iy ndak mempunyai makna yang positif bagi ekonomi nasional
Yang tenadi bisa saja pemanfaatan peraturan itu dilakukan hanya memberi
manfaat bagi kepentingan psng dan Indonesia hanva menjadi penonton serta
pasar bag kelangsungan usaha prhak asmg. "

Permasalahan pada usaha penegakan HKI di Indonesia semakin bertambah
dengen banyak kekeliruan yang dilakukan oleh mstansi-instansi terkait yang
seyogvanya mempakan imstansi penting dalam proses perlindungan Hak
Kekayaan Intelekiual. Selama i Pengadilan merupakan instansi yang paling

serng disebut memben andil dalam kemehst dan canit marutiva penegakan
HKI di Indonesia. Namun, jika ditelusuri lebih dalam lagi, maka pihak yang
paling bertanggung jawab atas banyaknva sengketa HKI selama ini adalal
Direktorat Jenderal HKI (DJKI), mengapa DIKI, karena DIEI adalah instansi
yang memiliki kewenangan penuh untuk memumskan diberikan arau tidakaya
sebuah hak pads mayoritas HKI  Selama i aparat DJKI terkesan hanya
sebapai admimistrator dan melaksanakan pekerjaan rutin vang sckedar
melaksanakan perundang-undangan HEI dan bukan sebagni policy maker,
decision maker, apalagi konseptor vang mampu  memprediksi  dimasa
mendatang yang dapat memberi manfaar positif bagi  perkembangan
perdagangan penindustrian i tanah ar™ Oleh karena ity pada penulisan
disertasi ini pembahasan menpenar struktur paﬁa sistim HKI hanva akan
metmbahas perihal mstansi DJK] khususava pemeriksa merek bukan instansi
lainnya. Hal ini dilakukan dengan dua pertimbangan, yang pertama sudals
banyak wilisan yang melakukan pembahasan tentang kinerja hakim sehingga
terkesan mayoritas hakim di Indonesia tidak memahami HKI bal in dapat
kita lihat dan putusan-putusan vang ada selama ini. Menjadi tidak adil jika ada
anggapan bahwa semua masalall pescgakan hukum HEKID adalah  akiba

_ Irsan Budi Maulana. A-B-C Desan Industn, { ara Adiiva Hakt, Bandung 2010, hat %
* i hal 13
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kegagalan hakim dalam memahami HKI, padahal kesalahan bisa saja dimukai
dan pemberian Hak yang kelinu dard pihak DIKI sehingga menimbulkan
sengketa. Jika DJKI sebagar instansi vang seharusnya sangat paham dengan
HKI smja sering kelin maka sangal bisa dimaklumi jika hakim jugn gagal
paham  dalam memutus schuah perkara HEI Pertimbangan  kedua,
sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa sengketa HE vang paling
banvak adalah sengketa merek dan senpketa tersebut mayoritas berawal dari
kekelinuan pemeriksa merek dalam menjalankan tugasnya spat melakukan
pemenksaan substantif, kiranya hal ini perlu dikaji lebih mendalam mengapa
pemenksa merck meloloskan permohonan-permohonan pendaftaran hak yang
dilakukan oleh omng yang tdak berhak atan memberikan hak untuk sesuata
yang seharusnya tidak diberikan hak, sebagai contoh baru-baru ini. terungkap
bahwa kata * Mendoan™ terdaftar sebagai hak atns merek saseorang. Bahkan
Kasus merek “Kopitiam” mendapat penguatan sebapai hak atas merek SHIMpal
tingkat Mahkamah Agung Padahal Jelas-jelas tertera dalam Pasal 20
Undang-wndang No.20 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat Undang-undang
Merek) dimana Merek udak dapat didaftar pka sama dengan, berkaitan
dengin, atau hanya menyebut barmng dan‘atau jasa vang dimohonkan
pendaftarannya atau merupakan nama umwm dan/atai lambang milik wmum
Disusul dengan kasus Mendoan yang cukup mengejutkan dan mengusik
ketenangan para pedagang mendoan di daerah Banyuras, Purwokerio tempat
dimana tempe mendoan berasal dan banyak diperdagangkan Kata “kopitiam”
matpun “Mendoan” merupakan kata yang |=1ah’:mm_ia:|i mihk wmum dan
penggunaan kit tersebut merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang
atau jasa yang dimohonkan  pendaftarannya. Pemberian hak terhadap
pengguna merek orang lain pada Kasus Pierre Cardin dan lkea HeRLLLLkAn
“ketidekpahaman  beramaal” antara phak DIKI dan Hakim  Dengan
menenima permohonan pendaftaran pihak vang tidak berhak atas merek
terscbut dan fidak dikabulkannya pugatan dari pemilik hak oleh hakim
boondist seperti i sepatutnya tidak terjadi pada sebuah negara vang relah
menjadi  anggota beberapa konvensi HKlseperti Indonesia Dising terhihar




adanya pemahaman yang kurang pada pemeriksa merek lentang apa yang
dimaksud dengun persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan
vang batasannya sudah datur pada TRIPs, Undang-undang Merek dan
Petunjuk Teknis Pemerksaan Subtansi Merek.

hondisi  diatas  harus  segers  ditangani  mengingat  permohonan
perfindungan  merek.  berdasarkan  dam  DIKI merapakan  permohonan
perlindungan yang paling banyak digjukan dibandingkan HKI lainnya
Schingga jika terjadi pembiaran kondisi- diastas, maka senpkets merek akan
seimakin meninghat

Statistik Permohonan (10 Tahun Terakhir) Q

ek @ e ELL T ol T R T T

Per 4 Agustus 2016, woral data KI yang dikelola DIKI berjumlah 1 285 763

permohonan *, dengan rincian shh-

| Paten :118.867
2 Merek  1L.O20.793
1. Desain Industn 61 147
4. Hak Cipta ' B4 860

 Maman Kusmana PMlh Direkiur Teknolog Informass Kebovaan Intelekiun Kebijakan Lavanan

Fublik Eechavaan Ineleknual Berbasis Teknolowi Informesi Pada Bimbinpan Teknik Bag
kKonsultan Hak Kebayvaan Intelekol, Jakana 22 Juli 2006



5. Indikasi Geografis ;83
6. Rahasia Dagang 4

Pemerintah Indonesia bukan tidak perduli dengan pelanggaran HEI yvang
terjadi selama i, berbagei upaya telah dilakukan. Pembentukan dan
Pembenahan regulasi di bidang HKI telah  dilakukan sejak tahon 1961, Pada
tanggal 11 Oktober 1961 pemenntah RI mengundangkan UL No. 21 talun
1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961)
untuk menggantikan LU Merek kolomial Belanda. UU Merek 1961 vang
merepakan  undang-undang  Indonesia pertama i bidang  Kekayaan
Intclektual Berdasarkan pasal 24, UL No. 21 Th 1961, vang berbum
"Undang-undang ini dapat disebut Undanp-undang Merek 1961 dan mulai
berfaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan.” Undang-undang
tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961, Penetapan UL Merek 1961
dimaksudkan  unmuk  melindungm masyarakat  dani barang-harang
tranhagakan,

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris [ Fuaris
Comvention for the Protectum of Industrial Property (Stockholm Revision
[967)] berdasarkan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, Partisipasi
Indonesia dalam Konvens) Parnis saat ity belum penuh karena Indonesia
membuat pengecualian (revervasi) terhadap sejumbah ketentuan, vaitu Pasal |
s.d 12, dan Pasal 28 ayai (1), _

Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UL No6 tahun
1982 rentang Hak Cipta ( UL Hak Cipta 1982) untuk menggantikan UU Hak
Cipta peninggalan Belanda Pengesahan LU Hak Cipta 1982 dimaksudkan
untuk  mendorong  dan  melindungi penciptaan,  penvebarluasan  hasil
kebudayaan di bidang karva lmu, sem dan sastra sers mempercepal
perumbuhan kecerdasan kelwdupan banpsa,

Tahun 1986 dapat disebut scbaga awal era modem sistem HE[ di tanzh
arr. Pada tangeal 23 Juli 1986 Presiden Rl membentuk sebuah tim khusus di
bidang HKI melalu Keputusan No. 341986 (Tim ini lebih dikenal dengan



sebutan Tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres 34 adalah mencangkup
penyusunan kebijakan nasional di idang Kekayaan Intelektual, perancangan
peraturan perundang-undanean di bidang HKldan sosialisasi sistem HEld
kelangan instansi pemenniab terkait, aparat penegak hukum dan masvarakat
luaz. Tim Keppres 34 selanjutnva membuat sejumlah terobosan, antara lain
dengan mengambil inisiatnf baru dalam menangani perdebatan nasional
tentang perlunyva sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi
kembali RULT Paten yang telah diselesaikan pada tabun 1982, akhirmva pada
tahun 1989 Pemenntah menpesahkan LU Paten.

Pada tanggal 19 September 1987 Pemenntuh R1 mengesahkan UU No. 7
tahun 1987 sebagm perubahan atas LU No. 12 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
Dalam penjelasan UL No. 7 tabun 1987 secara jelas dmvatakan bahwa
perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 dilakukan kerens  semakin
meningkatnys pelanggaran hak cipta vang dapat membahavekan kehidupan
sosial dan menghancurkan kreativitas masvarakat Memvusul pengesahan U1
No. T tahun 987 Pemenntah Indonesia menandatangani  sejumlah
kesepakatan bilateral di bidang hek cipta schagai pelaksanaan dani LU
tersebut,

Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No, 32 di tetapkan
pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (D) HCPM)
untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta vang
merupakan salah satu unit eselon 1T di ingkungan _[:I!'rekmrat Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan, Departemen  Kehakiman (Sekarang Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manuosia).

Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyal menyetujui
RUU tentang Paten, yang selanjutnva disahkan menjadi UL No 6 tahun 1989
(UL Paten 1989) oleh Presiden RI pada tanggal | November 1989 UL Paten
%89 mular berlaku tanggal | Apgustus 1991 Pengesahan UU Paten 1989
mengakhin perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan
manfaatnva bam  bangsa Indonesia.  Sebagaimana  dmvalakan  dalam
pertumbangan ULl Paten 1989, perangkat hukum di bidang paren diperlukan



untuk membenkan perimdungan hukum dan mewnjudkan sustu iklim vang
lebih bak bagi kegiatan pencmuan teknologi, Hal ini disebabkan karena
dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya di sektor indusri,
teknolog memiliki peranan sangat penting.

Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi
asing dan mempennudah masuknya teknolog ke dalam negen.  Mamun
demmbaan, ditegaskan puls bahwa upaya untuk mengembangkan sistem hukum
Kekayaan Intelektual, termasuk paten, di Indonesia ndakiah semata-mata
Karena rekanan duma mternasional, namun juga karena kebutuhan nasional
untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKlvang efeldif.

Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah R1 mengesphkan UU No. 19
tahun 1992 tentang Merek (LU Merek 1992), yang mulai berlaku tangral 1
April 1995, UL Merek 1992 menggantikan UL Merek 1961, Pada tanggal 15
April 1994 Pemerintah Rl menandatangani Fina! At Ernbodving the Revult of
the  Uruguay  Rownd  of  Muftibareral  Trode Negoitations,  yang
mencakup Agreemeni on Trade Relowed Aspecss of Intellectual Property
Rights (Persetujuan TRIPS ).

Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemenniah R merevisi perangkat
peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelekiual, vait UL Hak
Cipta |987 jo. ULl No, 6 rahun 1982, ULl Paten 1989, dan UL Merek 1992 Di
penghujung tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang Kekayaan
Intelektual, yaitu UL/ No, 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No, 31
tahun 2000 tentang Desun Industn dan UL No 32";|'nI1un 2000 tentang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semun peraturan perundang-undangan
i bidang HKldengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 Pemerintah
Indonesia mengesahkan Undang-undang No 14 thun 2001 tentang Paten,
dan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua Undang-
undang ini menggantikan undang-undang vang lama di bidang terkan Pada
pertengahan ahun 2002 tentang Hak Cipta vang menggantikan undang-



undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak divndanghkannva,™ dan
dipenghujung tahun 2014 Undang-undang No 19 Tahun 2002 dicabuat dan
digantikan denpan Undang-undang Mo 28 Tabunm 2004, Pada tanggal 26
Agustus 2016 diundangkan undang-undang paten vang baru yaitu Undang-
undang Mo.i3 Tahun 2016, tdak lama kKemudian pada akhir tehun 2016
tepatnya 25 November 2006 Undang-undang Merek No 15 Tahun 2001
dicabut dengan diundangkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016,

Melalu Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2006, pemernntah kembali
menunjukan kesungeuhannya dalam memberantas pelanggaran HKIdengan
membentuk Timmas PPHKL Timnas HKI melakukan kegiatan-kegiatan yang
difokuskan dalam 3 (bga) kelompok kegiatan, yaiu kuranf, preventit, dan
represif Ketiga kelompok kegatan tersebul merupakan implementasi dan
tugas Timnas HEl schagmmana diamenatkan dalam Keputusan Presiden
Bomor 4 Tabun 20006, vaitu dalam perumusan kebijakan nasional, pengkajean
dan penetapan langkah-langkah  nasional dalam  penvelesaian
permasalahan penanggulangan-pelan gearan Kekayvaan Intelektual

:‘_ Dirzktorat Jenderal bebayaan Intelebiual, Searah Singkal Peraturan Kekayaon Irefekiunl

Data dari Tommas PPHEL - Do bedang perepgaban hulum, selans talnn  200% jomilah Kasus
vane dilargam penvidik Poln bequmlab 146 kasus, dengan perincinn; 2% kasus dengan slatas P2
(dtenma oleh Kepaksaan ik proses penumiwlany, | kasus denpan sintis P19 (sudsh diserabikan
bz Kajaksaan fetapi dikenshalkan ke pansadik POLRF uniuk dilenghapi) dan 2 khsus dengan stakus
5P (dibarhentikan penvidikannva karena tidak cokup bukii)

Penindakan ferhadan kasus hak cipis vang menggnakan sarana cakram opitk benumish 335
(g rutus Tma pulub lima) kases dengon menyita 52 (lma pulub dus) duplikator dan |0 (seragus
szpulub) toko/pedapany dengan jurmlah sersangka sebanyak 351 { tiga ratus mo puleh sofu) orong
Sezan harang bukh berupa cakram aptik sehanyak 200 1 611 kepang tetirs das 530 590 {lem),
TOEM (Nlem pornad, 230005 (musik), 3427 (soflware) sema menvita 120 umit 41 031 ol
tarang bukt berupa dupbikator. Dani 353 kasus tersebut tedah diserahkan ke Kejaksaan sebanvak
I2% dengan 21 kasus staius P21 (duersma oleh Kepbsaan untuk proses penuntuian) duan sisany 2
H.'hm:-al 107 kasus manh dalom prosss

Kejaksaon Agung L2lah menengar kasus sehanvak dap 178 kasis. Dan jumbsh tersebur, 169
izigs telah dilimpahkan ke Pengadifan dan % kasus maseh dolam proses. Dari 164 Lasus vamp telak
shmpshkon ke Pengadiian jerselual sehbany 2k 6 kasus vany telsh memperaleh puicsan pengadilan

Penanganan kasus vacs duangam oleh Penpdik Pegawas Negeni Sipil (FENS) HEI selama
Eun 2O0R melipoti masing-masing |3 {duap kasws di bedang hak opta, 15 (lmo belos) kasus
Ssfang mered, | (satu) bses dy bedeas desass oamdesin, Selam du, Derebdonss Jendoral HED
mewmngan kasus perdata schanyak 24 (dua puluh delapan) kass & bdang merek Selain
ssanganan knsus-Kasus prdane maupon perdacs bak d mdang hak cipla, paten, merek dan desain
adusiri, Dhrektorat  Jenderal HKD jugn melaksanakan  pembenan kesmakman  ahli oleh
sepabat'perawas Threkiornt Jenderal HEL vang ontara lain meliputi kesakainn ahli techadop 50
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